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Indikator 16 - 20 Adityo Hidayat (UGM)
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Evaluasi SPBE
Struktur Domain
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Kebijakan

Tata Kelola eknologi Informasi dan Komunikasi

DOMAIN DAN ASPEK SPBE

Kebijakan Tata Kelola SPBE
Perencanaan Strategis SPBE

Penyelenggara SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Layanan

Layanan Administrasi Pemerintahan

«Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim
koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan Audit TIK
SPBE.

«Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis
SPBE.

sIndikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat
data, dan sistem penghubung layanan SPBE.

«Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi
penerapan SPBE.

«Indikator manajamen risiko, keamanan informasi, data, aset,SDM,
pengetahuan, perubahan, dan Layanan SPBE.

Indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE

«Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan,
pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan,
akuntabilitas, kinerja.

«Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan
publik unggulan lain.

' Tingkat Kematangan Kebijakan,
' Tata Kelola, dan Manajemen

[ i [ e )

4 5
Terpadudan :
Tl Optimum

 Tingkat Kematangan Layanan

‘ 1 2 3
Informasi Interaksi Transaksi

| 4 5

; Kolaborasi Optimum

V




KOMPOSISI BOBOT PERHITUNGAN INDEKS SPBE

Dalam PerMen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE

Instrumen Sebelumnya

Instrumen Baru

Aspek B - Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Domain dan Aspek Penilaian Jumlah Bobot Jumlah Bobot

Indikator (35) {100%) Indikator (47) (100%)
Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE 17 17% 10 13%
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE 13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE 7 28% 10 25%
Aspek 2 = Perencanaan Strategis SPBE 10%
Aspek 3 = Teknologi Informasi dan Komunikasi 10%

Aspek 4 = Penyelenggara SPBE 5%

Domain 3 - Manajemen SPBE - - 11 16,5%
Aspek 5 = Penerapan Manajemen SPBE 12%
Aspek 6 — Audit TIK 4,5%

Domain 4 - Layanan SPBE 11 55% 16 45,5%

Aspek 7 = Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 27,5%
18%




KOMPOSISI BOBOT PERHITUNGAN INDEKS SPBE

Dalam PerMen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE

PERBEDAAN INDIKATOR

Talking: Ugi Cahyo S

Domain/Aspek/Indikator Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020 Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018

L A Tata Kelola SPBE
LU P N Perencanaan Strategis SPBE X

L f i Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Rencana Induk SPBE

Indikator 12 g:::(:,: Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Rencana Induk SPBE

Indikator 13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Pengoperasian Pusat Data

MTingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah X
Daerah
P | {
Indikator 18 Tingkat Kemtan@n Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi X
Pusat/Pemerintah Daerah

LU E BN Penyelenggara SPBE

Indikator 19 g:::f:; Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Tim Pengarah SPBE

Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE X




Filosofi

Kebijakan Tata Kelola Manajemen

“Nyuruh”-nya sudah benar? Eksekusinya sudah benar?

WHAT'S YOUR
EVE[ OF UNDEKSTANDING




Tingkat Kematangan dan Evidence

Kebijakan Tata Kelola Manajemen

—Y—’

“konsep/draft”
2 - Terkelola “sebagian”
3 - Terstandarisasi “semua”

“antar instansi”, “dikendalikan”, “dievaluasi”
notulen evaluasi

4 — Terintegrasi & Terukur

generic evidence i i

Pembaharuan kebijakan,
notulen evaluasi telah ditindaklanjuti




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL G eneric F V[C]l ence

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 1-2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3849348, 3846518; FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS http://pusintek.kemenkeu.go.id

NOTULA . !
Notulen Evaluasi <# Tingkat 4
A. Dasar
Undangan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK Nomor UND-4/IT.2/2016
tanggal 29 April 2016.

B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB
bertempat di Ruang Rapat Profesionalisme 1.

No Presentasi, Diskusi, dan kesepakatan Pelaksana

C. Agenda :
Penelahaan Legal Drafting Perubahan KMK Nomor 671/KMK.01/2015 ay | skl

persetujuan terkait dengan tata kelola TIK Kementerian

Keuangan dapat dipimpin oleh Menteri

Keuvangan/Ketua/ Ketua Pelaksana Harian.

Diktum KELIMA disesuaikan menjadi:

Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIKTUM KEEMPAT, Menteri Keuangan/Ketua/

Ketua Pelaksana Harian dapat memberikan arahan dan
atau persetujuan terkait dengan tata kelola TIK

NOMOR 671/KMK.01/2015

TENTANG E;:r:nemerian Keuangan Ketua dalam Tindak Lan jUt
PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI Tingkat 5 Notulen Evaluasi
DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN

III. Simpulan

Tindak lanjut rapat adalah Biro Hukum akan menyesuaikan draft sesuai dengan hasil
pembahasan.



Domain 2

INDIKATOR 11 =

Tata Kelola SPBE Perencanaan

Indikator 11

Tingkat

1

Jawaban:

Penjelasan :

Data
dukung:

Strategis SPBE

Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kriteria Capaian

Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.

Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.
Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan
Layanan SPBE).

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman
pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah

dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Nama file — Indikator12a, 12b



Pengisian Kolom Penjelasan

Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri
Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria

Sl riteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan
mengenai referensi  Arsitektur dan domain
Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
dan Layanan SPBE).

*Penjelasan

Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada Pergub
No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-
2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan
pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA).

Kebijakan tersebut telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur
referensi dan domain arsitektur SPBE (ANALISIS).




ARSITEKTUR SPBE

Definisi: Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tujuan: Panduan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, kkamanan, dan
layanan SPBE.

Jangka Waktu: Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Reviu dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir atau
sewaktu-waktu

Arsitektur SPBE § Arsitektur SPBE § Arsitektur SPBE
Nasional Instansi Pusat

Arsitektur SPBE

fArsitektur Proses Bisnis ‘

Arsitektur Layanan

fArsitektur Data

Arsitektur Aplikasi

fArsite ktur Infrastruktur ’

Arsitektur Keamanan i




Kerangka Kerja SPBE

Wisi SPBE
Misi SPBE

| Tujuan SPEE || Sasaran SPBE |

Domain Arsitektur Layanan

Domain Arsitektur Aplikasi

Domain . . Domain
Arsitektur Domaig Armtektur. Data Arsitektur
dan Informasi o
Keamanan Proses Bisnis

Damain Arsitektur Infrastruktur

Manajemen
I Aiiakas | I Parshahan | | Sl ] I Data | I it TIE | | Lirparan ] I Paryga talrsin I I Koraarmanan I
| Audil TIE |
Tata Kelola

Penyelenggmra SPEE Kebijalkan Pemantasan dan Evaluasi Rencana dan Anggaran

Gambar 2. Kerangka Kerja SPBE.



ARSITEKTUR SPBE 22.€

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan
kesejahteraan bagi semua.

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan
memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Kesehatan Pendidikan Kebudayaan

Data Jumlah Pasien

Rumah Sakit Data Anak Wajib Belajar Data Cagar Budaya

Data Kesehatan Warga

Layanan Cek Kesehatan
Warga

Layanan Informasi Cagar

Layanan Rumah Sakit Layanan Anak Sekolah Budaya

Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional

Aplikasi Aku Anak

Aplikasi SISEHAT Aplikasi RS DKI Sekolah

Aplikasi Jakartaku



Komponen Pokok Arsitektur SPBE

e Referensi arsitektur
* Metadata arsitektur
e Domain arsitektur.

Taksonomi RAB.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis
[T

ingkat 1 (Sektor Pemerintahan) “

[Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

SPBE Masional

§

[Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan)

SPBE Instansi Pl Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)
SPBE Pemerintah Daerah |

1

Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

DRAFT

Referensi Arsitektur
Proses Bisnis



Struktur Referensi Arsitektur Data dan
Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi

: ional
Tingkat 1 (Data Pokok) SPBE Nasiona
‘ Tingkat 2 (Data Tematik)
I Tingkat 3 (Data Topik) w
SPBE Instansi Pusat : : |
SPBE Pemerintah Daerah [ngkat 4 (Data Sub Topik) J

Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.



Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi (RAD - 02)

Kode | Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur

Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01]

01.01 Data pertahanan Data yang mempresentasikan bidang pertahanan
negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi
strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan,
penanggulangan ancaman, pertahanan siber.

01.02 Data urusan luar Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar
negeri negeri dan politik luar negerni

Informasi Ekonomi dan Industr (02)

02.01 Data mdustni Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-
kembangan industri dalam negeri, termasuk di
dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk
digital.

02.02 Data perdagangan Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan
termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri,
ekspor impor, dan perdagangan berjangka.

02.03 Data pertanian Data yang mempresentasikan bidang pertanian
termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian,
penyediaan sarana dan prasarana pertaman, ketahanan
pangan, serta keamanan hayati.




Contoh: Metadata Data dan Informasi

Atribut Metadata Data dan Informasi

No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomeor unik sebagai identitas metadata
2 Nama Data Merupakan data yang dikelola oleh unit
kerja/perangkat daerah.
3 Urazan Data Merupakan penjelasan atau keterangan dari data,
terutama mengenai ciri khas darn data tersebut.
4 Tujuan Data Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5 Kode Model Merupakan pilihan kode model referensi data yang
Referensi Data sesual dengan data yang dipilih
6 Sifat Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan
konten data
7 Jenis Data Merpakan klasifikasi data berdasarkan bentuk
datanya
8 Validitas Data Merupakan tanggal berlakunya data
9 Penanggung Jawab Merupakan penanggung jawab darn data
10 Interoperabilitas Merpakan penjelasan apakah terdapat
interoperabilitas data dengan data yang lain
11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkaut.




Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Referensi Arsitektur Aplikasi

= = s - | |
[Tlngkat 1 (Domain Aplikasi) ﬂ o Hestone
‘ Tingkat 2 (Area Aplikasi) i
Tingkat 3 (Kategori Aplikasi) v
SPBE Instansi Pusat [Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) 1
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.



Referensi Arsitektur Aplikasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04)

Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01}
01.01 Aplikasi Layanan Aplikasi yang memiliki fungsi vang sama dan standar,
Publik dan dipunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk

mendukung pelayanan publik.

01.02 Aplikasi Administrasi | Aplikasi yang memiliki fungsi yvang sama dan standar,
Pemerintahan dan dipunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk
mendukung administrasi pemenntahan.

Aplikasi Khusus (02)

02.01 Aplikasi Misi Aplikasi yang dibanpgun, dikembangkan, digunakan,
Tertentu dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi

kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain,
untuk mendukung misi tertentu.

02.02 Aplikasi Fungs1 Aplikasi yang dibanpgun, dikembangkan, digunakan,
Tertentu dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi
khusus yvang bukan fungsi IPPD lain.




Atribut Metadata Aplikasi

Atribut Metadata Aplikasi
Ho. HNama Atribut Eeterangam
1 D Mermapaloyn nomaor unike sebapmi identitas metadata
2 Hama Aplilcaci Narmme aplilcac yang diganaloon aten dimdlild.
3 Uraian Apliloaci Berici wraian atan deckripsi secara umnim dari apliboas.
4 Fungsi Aplileaci Berici keteramngan fungei dari aplilcasi terhadap lagyansn
yang diduloing,
o Kode Model Kode model referenczi yang tericait dengan splilonsi
Feferenci SPBE
& Laymmnan yarg Layanan yang diduloaing oleh aplilcaci, pilihan layanan
Dhichalourng yang diduluing didapet dari metadats laysman.
T Dizis, vang Data, yang dicimpen peds media pemyrimpanan daea,
Dlipunalcan pilihar dara yang digunaken didapat dari metadsea
data
i Luaram Eerapaloan hacil-hacil yvang diperoleh dari aplilcas yang
dirnilild aran digunalcan.
@ Bacic Aplikaci Biacic dari aplikaci (Declotop; Web; Cload; atan Mohile]
i Server Aplileas Server yang digunalcan oleh aplilcasi, pilihan cerver yang
dignmalkan didapat dari metadsta perangkat loerac
DECVET,
11 Tipe Lizens Bahaza Tipe Hzenci dari aplilcasi [(Cpen Sourcef Proprietary]
Pemrograman
12 Bahaca Bahacza pemrogramern yang digorsalorn oleh agplilessi.
Pemrograman
13 Kerangica Eerangica atau Framevrork yang dipunalcan olek
Pengembangan aplilcasi.
14 Baciz Diata Bacic data yang diguralon oleh aplilesed.




Metacata
Instansi

Metadata Bisnis

A S =

Metadata
Lavanan

Relasi Metadata

T BT e T T R TR T R R A A Tl T e W R T e S Bl Tl N T N T T Tl N A S e A W

Metadats Data Manajemen
Keamanan

Leiaiean

Audit

stancat

Metadata

Aplinas

Metadata
Fasiiitas

Metadata
Sistem Integrasi

Gambar 17. Relasi Metadata Arsitektur SPBE



Contoh: Arsitektur Aplikasi /




;ﬁ) Tingkat 1 Arsitektur SPBE

Indikator 11

* Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SRAGEN

Draft

)

000‘0\\

a“\‘\/

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

= Dokumen berupa draft/rancangan
Arsitektur SPBE/Rencana Induk
Tl/Masterplan TIK/Cetak Biru/Master Plan
Smart City;

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
penyusunan rancangan Arsitektur SPBE,

= Bukti undangan rapat penyusunan
rancangan Arsitektur SPBE, dan/atau

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas
penyusunan Arsitektur SPBE.




Indikator 11

af Tingkat 2 Arsitektur SPBE

 Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.

 Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian dari
referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
(Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

= Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk

Pembangunan Daerah 03)

Tl / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master

0301 |Pekerjan Umum | Penyelenggaraan urusan pemenintzhan.delam bidang
pekerjaan umun,

Plan Smart City yang menggambarkan

03.02 | Transmigresi Penyelenggarazn uny O\O T
> sebagian Referensi Arsitektur SPBE

transmigras

03.03 | Transportast 3 (JO _atahan dalam bidang

dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan

(0304 | Peu Q* _daq urusan pemenintahan dalam bidang

didokumentasikan secara formal.

0303 | Pembas, Penyelenggaraan urusen pemerintahan dalam bidang
Kawasan Atau Daereh | pembangunan kawasan atau daerah tertinggl
Tertinggel




Indikator 11

{Tﬁ) Tingkat 3 Arsitektur SPBE

* Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah
mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah (Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

RAARRARER ™
: 7 , 17268 g
FEiEL [3Eis

7

Security layers Security measures

Service plane

ssssss

Signaling encryption h aco

N
= W

L _J { IP tra n;r;:ss\un } [

ACL

]

sssss

protection

| Security management and security polices

= Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk
Tl / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master
Plan Smart City yang didalamnya
mencakup seluruh Referensi Arsitektur
dan Domain Arsitektur dan
didokumentasikan secara formal.




Ak
£l ]

D

o

Indikator 11

J_Jy Tingkat 4 Arsitektur SPBE

« Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE
Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

T Arsitektur SPBE Nasional Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk
Tl / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master
Plan Smart City yang menggambarkan
seluruh Referensi Arsitektur dan Domain
Arsitektur SPBE dan telah sesuai dengan
standar Aristektur SPBE Nasional;

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
reviu Arsitektur SPBE, bukti undangan
rapat reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE.

[ Dragon]

Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemda




Indikator 11 ~

;ﬁ) Tingkat 5 Arsitektur SPBE

* Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak
lanjut hasil reviu dan evaluasi..

— = Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
= reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak
lanjut Arsitektur SPBE, bukti undangan

rapat pembahasan penyempurnaan
Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Arsitektur SPBE;

= Dokumentasi Arsitektur SPBE yang
sebelumnya dan yang berisi
penyempurnaan Arsitektur SPBE




Domain 2

Indikator 12

Tingkat

1

Jawaban:

Penjelasan :

Data
dukung:

INDIKATOR 12 &

Tata Kelola SPBE Aspek 2 Perencanaan
Strategis SPBE
Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Kriteria Capaian

Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia.

Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan
secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Pilih tingkat 1, 2, 3,4, atau 5



INDIKATOR 12

Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE

Masterplan SPBE

geE{a Rencana SPBE adalah Peta Re|t1cana SPBE
okumen yan : e memuat;
mendeskri%sil_?an arah dan B!asanya dok.umen ni 1. Tata Kelola SPBE;
Iar}glléah penylsa I3aEn dan ditemukan di Rencana % II\_/IanajemgBBSEPBE;
elaksanaan an . Layanan '
erintegrasi yang Induk/Master Plan 4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit TIK.




;. ">/ Kementerian PPN/
Bappenas KEMKOMINFO

Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan direviu paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Peta Rencana SPBE Nasional e R R 2 R U Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

(diterapkan di masing-masing Instansi

Pusat) (diterapkan di masing-masing Pemda)

(diterapkan secara nasional)

Tata Kelola Manajemen Layanan Infrastruktur Aplikasi Keamanan

SPBE SPBE SPBE SPBE SPBE SPBE SUEIETIL




PETA RENCANA SPBE

CONTOH

AREA TRANSFORMASI
e DIGITAL PEMBANGUNAN REMATESITAIEES
B. MANAJEMEN SPBE

(&)

2. Ekonomi & Industri

1. Memperkuat
pertahanan ekonomi untuk

8. Penyelenggara
Manajemen Layanan, 13.

PROGRAM/ KEGIATAN

Implementasi
pemanfaatan Digital

Bappenas

Kementerian PPN/

KEMKOMINFQ

KELUARAN ] PENANGGUNG JAWAB
PENYELESAIAN
Layanan Digital Payment Tahun 2022 |Kementerian Perdagangan

dan TIK Dalam Sistem

pertumbuhan yang Pengembangan Layanan |Payment dan TIK Dalam  |Pembayaran dan Distribusi
berkualitas dan Berbasis Teknologi Sistem Pembayaran dan  |Perdagangan Dalam
berkeadilan Layanan Berbagi Pakai Distribusi Perdagangan  |Negeri
Dalam Negeri
C. LAYANAN SPBE
4. Perlindungan Sosial & 3. Meningkatkan sumber |8. Penyelenggara Pengelolaan Data, Sistem |Dokumen Pengelolaan Tahun 2022  |Kementerian Sosial
A esehatan daya manusia yang Manajemen Layanan, dan Teknologi Data, Sistem dan
berkulitas dan berdaya 13. Pengembangan Informasi Kesejahteraan [Teknologi
saing Layanan Berbasis Sosial Informasi Kesejahteraan
Teknologi Layanan Berbagi Sosial
Pakai
3 |6. Pendidikan & Tenaga Kerja [3. Meningkatkan sumber |13. Pengembangan Model Media Pendidikan [Sistem Media Pendidikan Tahun 2022 |Kementerian Pendidikan
daya manusia yang Layanan Berbasis Berbasis TIK Berbasis TIK dan Kebudayaan
berkulitas dan berdaya Teknologi Layanan Berbagi
saing Pakai
D. APLIKASI SPBE
4  |9. Pemerintahan Umum 7. Memperkuat stabilitas |8. Penyelenggara Digital BPKB dan STNK Digital BPKB dan STNK Tahun 2022  [POLRI

polhukhankam dan
trasnportasi pelayanan
publik

Manajemen Layanan,

13. Pengembangan
Layanan Berbasis
Teknologi Layanan Berbagi
Pakai

O 6 6 6 006 O




Indikator 12

{?Tingkat 1 Peta Rencana SPBE

« Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
belum atau telah tersedia (masih draft)

= Dokumen berupa draft/rancangan Peta

» Minicomputers Rencana SPBE,
B PCs
= 10

® foelatioral bullizres
Darahasa BRIE0S

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil

& pairframe i Hadoop &
P e b penyusunan rancangan Peta Rencana
s Hallorith = Electronic = Data warphouses [/ maris SPBE,
et compuiers " inkernet browsers = Bukti undangan rapat penyusunan
1880 15240 196G il
S O OO0 D00 O rancangan Peta Rencana SPBE, dan/atau
i = Dokumentasi aktivitas-aktivitas
150 1944 1980 KLk

penyusunan Peta Rencana SPBE.



af Tingkat 2 Peta Rencana SPBE

Indikator 12 S

« Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia.

* Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta
Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata
Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).

Dokumen Peta Rencana SPBE yang
didalamnya mencakup sebagian muatan
Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan
secara formal.



Indikator 12

{f Tingkat 3 Peta Rencana SPBE

» Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah
mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan
SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit
Teknologi SPBE).

= Dokumen Peta Rencana SPBE yang
didalamnya mencakup seluruh muatan
Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan
secara formal.




Indikator 12

J_JyTingkat 4 Peta Rencana SPBE

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui
rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen
Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
reviu dan evaluasi secara periodik.

= Dokumen Peta Rencana SPBE yang
didalamnya mencakup seluruh muatan

Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan

Project  Usxcler  Diagam  Vew  Team  Took  Modeing  Window  Hep
Migration Roadmap1 = [
p1

Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang di
- dalamnya terdapat Peta Rencana SPBE;

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
reviu Peta Rencana SPBE,
=  Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi
- Peta Rencana SPBE, dan/atau
"= Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan

evaluasi Peta Rencana SPBE.




Indikator 12

{?Tingkat 5 Peta Rencana SPBE

» Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak
lanjut hasil reviu dan evaluasi.

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
reviu/evaluasi dan

= Rekomendasi tindak lanjut Peta Rencana
SPBE,

= Bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Peta Rencana SPBE,

— dan/atau

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis
komparasi atau penyempurnaan Peta
Rencana SPBE;.




Domain 2

INDIKATOR 13 s

Tata Kelola SPBE Perencanaan

Strategis SPBE

Indikator 13

Tingkat

1

Jawaban:

Penjelasan:

Data dukung:

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Kriteria Capaian

Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah
dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah
dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan
penganggaran . Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk tahun anggaran
berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5




INDIKATOR 13

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE.

A

ES =9 p=y
-l-::
-.---
=.=r = )
]
—H Hil- encana \
Kerja
Anggaran
Rencana dan Anggaran Rencana dan Anggaran Rencana dan Anggaran
SPBE adalah dokumen SPBE disusun sesuai SPBE Instansi
yang mendeskripsikan dengan proses Pusat/Pemerintah Daerah
program, kegiatan dan perencanaan dan berpedoman pada _
Eemanfaatan anggaran penga_n?%aran tahunan Arsitektur SPBE Instansi
PBE pemerintah. Pusat/Pemerintah Daerah
dan Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah

Daerah.




Indikator 13

Q_?Tingkat 1 Rencana dan Anggaran SPBE

« Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana
kerja dan anggaran tahunan..

* Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Dokumen SOP terkait proses penyusunan

Pusat/Pemerintah Daerah belum atau Anggaran SPBE terpadu dan/atau
sudah tertuang dalam RKA/DIPA. dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD;
* Masih berupa draft » Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil

pembahasan penyusunan Rencana dan
Anggaran SPBE,

= Bukti undangan rapat penyusunan
Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas
penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.



D

W
i

Indikator 13 <]

Q_?Tingkat 2 Rencana dan Anggaran SPBE

« Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian Rencana dan Anggaran
SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada wunit
pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

UENDI!E:LL‘:HI E:é?) KEMENTERIAN PERTANIAN = DOkU men RKA/KL atau DPA_SKPD Se rta

UNIT KERJA ' (238830) :ﬁimx:omm;mwsmwm . .

Mo v senasesnion 2 = Dokumen konsultasi atau pengendalian

- S e A roune Tmonsr] _sweanes | anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan
- — S I sebgaian dengan unit pengelola TIK dan
o ame | el e didokumentasikan secara formal.
) mﬁﬂnw e Topets ) T S 250,00 ch 150.00( lza;:;m

el ke | el penool ||




Indikator 13

{?Tingkat 3 Rencana dan Anggaran SPBE

« Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE
pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola
TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

= Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD serta

= Dokumen konsultasi atau pengendalian
anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan
sebgaian dengan unit pengelola TIK dan
didokumentasikan secara formal.

KEMEN/LEMB : (018)  KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG 3 (05) Ditjen Perkebunas
UNIT KERJA © (238830) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN




Indikator 13

@ Tingkat 4 Rencana dan Anggaran SPBE

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan
oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi
perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE
telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

= Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE
terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-
SKPD;

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
reviu/evaluasi Rencana dan Anggaran
SPBE,

=  Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi
Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan
evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE.




Indikator 13

;T_jy Tingkat 5 Rencana dan Anggaran SPBE

* Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah
dilakukan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut
hasil reviu dan evaluasi.

» Notulensi/catatan/laporan hasil

o reviu/evaluasi dan

= Rekomendasi tindak lanjut Rencana dan
Anggaran SPBE,

= Bukti undangan rapat pembahasan revisi
Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis
komparasi atau revisi Rencana dan
Anggaran SPBE;

REN KERJA DAN ANGGA!
@ SATUAN KERJA PI IGKAT DAERAH
Provinsi Ji ‘engah
Tahun Ang

Organisasi - 5.01.5.05.0.00 01 - Badan Pembangunan, Penelitian dan

Rexapituasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

= Dokumentasi Rencana dan Anggaran SPBE
yang sebelumnya dan yang berisi revisi
Rencana dan Anggaran SPBE.




INDIKATOR 14

Domain 2 Tata Kelola SPBE Perencanaan
Strategis SPBE
Indikator 14 . H H H
Tingkat Kematangan INnovasi Proses Bisnis spse
Tingkat Kriteria Capaian
1 Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia.
Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah belum memenuhi standar.
5 Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah memenuhi
standar.
3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai
bentuk inovasi Proses Bisnis.
4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik serta telah
dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem
elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan:

Data dukung:




PENYUSUNAN
BISNIS PROSES

v [] 1572678 tenta
TAHAP entang
P e LANGKAH PENYUSUNAN BISNIS PROSES Penyusunan Peta

Proses Bisnhis
Instansi
Pemerintahan
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Indikator 14

{?Tingkat 1 untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

« Dokumen proses bisnis belum tersedia atau telah disusun secara

sementara (ad-hoc);
 Belum terdapat standardisasi proses bisnis.

OR: TAHUN 2019
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINGI NUSA TENGGARA BARAT

PETA PROSES BISNIS PEMER| SI NUSA TENGGARA BARAT

PrOSEs UTANA

Dokumen Proses Bisnis Sementara atau
belum standar

...................

PROSES PENDUKUNG




Indikator 14

;g) Tingkat 2 Inovasi Proses Bisnis SPBE

* Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi
Pusat/Pemeritah Daerah telah memenuhi standar.

Dokumen model Peta Proses Bisnis
masing-masing level dan pendukung yang
sesuai dengan pedoman yang berlaku
dan didokumentasikan secara formal.

Permen PANRB 19/2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah




Indikator 14

{?Tingkat 3 Inovasi Proses Bisnis

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi
Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk

inovasi Proses Bisnis.

dan Proses Bisnis Instansi

Proses Reimbursement Biaya Dinas (As-Is)

Salesman

Admin

Sales Supervisor

Akunting

Dokumen model Peta Proses Bisnis yang
telah dilakukan perbaikan dan
didokumentasikan secara formal..




Indikator 14

@Tingkat 4 untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

» Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke
dalam Sistem Elektronik serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara
periodik.

Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah

" Goneate | | suomi | dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan
| T Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik;

Accounﬁns> Q{&Oc:.;r “hae | Sweee | Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil

e reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti

| undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses
proce "% Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas

""""""""""""""""""""""""""""""" reviu dan evaluasi Inovasi



Indikator 14

;ﬁ) Tingkat 5 untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

* Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah melakukan perbaikan Inovasi

Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak
lanjut hasil reviu dan evaluasi.

. A4
P llevwcva(

O X

ROADMAP PROGRAN OO(\

PENYEMPURNAAMEIN'N W Dokumen
i \3@“* o Perubahan/
il > » > ﬁ’ n ‘ Penyempurnaan

Proses Bisnis

»
>
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN “
;

REPUBLIK INDONESIA



INDIKATOR 15 &

Tata Kelola SPBE Teknologi

Informasi dan
Komunikasi

Indikator 15

Tingkat

Jawaban:

Penjelasan :

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Kriteria Capaian

Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana).
Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan
aplikasi.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit
kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan
dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5




INDIKATOR 15

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

SDLC

/System
Life Cycle - SDLC

Aplikasi SPBE adalah satu
atau sekumpulan program
komputer dan prosedur
yang dirancang untuk
melakukan tugas atau
fungsi Layanan SPBE.

Pembangunan Aplikasi
SPBE merupakan suatu
proses perancangan

aplikasi melalui siklus
pembangunan aplikasi.

Si
A
1.
2.
3.
4.
5.

Agile Methodology

kIIus Pembangunan

plikasi terdiri dari:

Perencanaan;
Analisis;

Desain; _
Implementasi; dan,
Pemeliharaan.




INDIKATOR 15 @

Daftar aplikasi yang direncanakan pada dokumen penganggaran dapat dibuktikan bahwa proses Pembangunan
Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi yang telah
diatur. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC,
Waterfall, Agile, dIl.

Data dukung:

1. Dokumen perencanaan pembangunan
(renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang
berisikan daftar aplikasi yang akan
dibangun

2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis,
implementasi, pemeliharaan, buku manual,
dan lainnya) menyesuaikan bentuk
pembangunan yang digunakan



Indikator 15 .

;ﬁ) Level 1 untuk Pembangunan Aplikasi SPBE

pembangunan aplikasi.

 Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara
adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana).
 Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus

/

Dokumentasi proses
pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE,
notulen/catatan/laporan hasil pembahasan
pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan
rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi
SPBE.



Indikator 15

@Tingkat 2 Pembangunan Aplikasi SPBE

* Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE
telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.

Dokumentasi proses pembangunan
/pengembangan Aplikasi SPBE,

SOFTWARE notulen/catatan/laporan hasil pembahasan
DEVEC'}%'EE"ENT e ¥ pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
undangan rapat pembangunan/
pengembangan Aplikasi SPBE.

THE



Indikator 15

Q_?Tingkat 3 Pembangunan Aplikasi SPBE

« Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE
telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

= Dokumentasi proses
pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang
didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi
dan didokumentasikan secara formal;

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara
unit pengusul di Intansi Pusat/Pemerintah Daerah
dengan Unit pengelola TIK.




Indikator 15

{?Tingkat 4 Pembangunan Aplikasi SPBE

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit
kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE telah direviu dan dievaluasi
secara periodik.

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/
pengembangan Aplikasi SPBE;

= Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau
penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan
rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.




Indikator 15

@Tingkat 5 Pembangunan Aplikasi SPBE

« Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan
secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Ve

Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi
SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan
pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat
pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.
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%) INDIKATOR 16

LAYANAN PUSAT

DATA

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen
terkait lainnya untuk keperluan penempatan,
penyimpanan dan pengolahan data, dan
pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan
non-fisik (cloud).

Layanan Pusat Data adalah penyediaan
penyimpanan aplikasi dan data.

Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin
ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.




%) INDIKATOR 16

LAYANAN PUSAT DATA

Review &
[ Prosedur EvaluaSI

Pengoperasian 4
Baku

Seluruh
Unit
Pemanfaatan
Ketersediaan Sebagian
Layanan Unit

Interkoneksi




INDIKATOR 16 @

Domain 2 Tata Kelola SPBE Teknologi

Informasi dan
Komunikasi

NLILEILIF R Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

Tingkat Kriteria Capaian

1 Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
p Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat
4 Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu,
penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi

> Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.
Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan:

Creative Solgan Here



nokaror1s  VERIFIKASI DATA DUKUNG

EVALUASI
e KATALOG e BUKTI PENERAPAN e BERKALA

Dapat berupa analisis atas rekaman
aktivitas pusat data, contoh:
notulen evaluasi utilisasi,
perencanaan kapasitas, kewajaran
akses, dsb

Bukti atas penerapan “Prosedur
Pengoperasian Baku”. Contoh:
adanya permohonan, hasil uji
kelayanan/keamanan, dst

Daftar/katalog unit kerja pengguna
pusat data terpusat beserta alamat
aksesnya

e




INDIKATOR 16

Laporan Analisis
Pencapaian Kesepakatan Tingkat Layanan
Antara Pusintek dan Pengguna Layanan
Periode Triwulan Il Tahun 2019

Monitoring dan
Perencanaan Kapasitas

A 4

4) Ketersediaan Layanan Hosting Sistem Informasi

6) Ketersediaan Layanan Co-Location
Layanan ini adalah layanan yang diberikan kepada unit pengguna layanan L L ) )
) ) . ) Layanan ini adalah layanan yang disediakan oleh Pusintek sebagai pengelola
untuk melakukan penempatan sistem informasi pada pusat data Kementerian
. e . pusat data Kementerian Keuangan bagi unit penguna layanan yang ingin
keuangan dengan menggunakan infrastruktur TIK yang dimiliki oleh Pusintek.

: B g : e menempatkan perangkat keras TIK (server, perangkat jaringan dengan/atau
Ruang lingkup layanan hosting tidak termasuk pemeliharaan dan optimalisasi

. " . tanpa rak) pada pusat data Kementerian Keuangan. Pusintek hanya
sistem informasi.

bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur fasilitias pendukung berupa

No. Unit Capaian
1 Pusat Harmonisasi Kebijakan — Sekretariat Jenderal 99.99 supply power dan cooling system.
2 Biro Manajemen Aset dan Pengadaaan — Sekretariat 99.96 No. Unit Capaian
Jenderal 1 Biro Manajemen Aset dan Pengadaaan — Sekretariat 100
3 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi- Sekretariat 99.91 Jenderal
Jenderal 2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan — Sekretariat 100
i Biro Hukum — Sekretariat Jenderal 99.99 Jenderal
5 | Biro Sumber Daya Manusia — Sekretariat Jenderal 99.99 3 Inspektorat Jenderal 99.99
6 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan — Sekretariat 100 < Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 99.99
- :;n::rals ———— 99.99 5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 97.96
— Sekretariat Jendera "
8 Biro Organta — Sekretariat Jenderal 99.95 6 Direkktorat Jenderal Kekayaan Negara 99.99
9 Inspektorat Jenderal 99.78 p Direktorat Jenderal Anggaran 99.90
10 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 98.75 8 Badan Kebijakan Fiskal 99.99
Resiko 9 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 99.81
11 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 99.87




&) mowaton 7 LAYANAN JARINGAN INTRA

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
menghubungkan antar simpul jaringan dalam
suatu organisasi.

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan
oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk
menghubungkan antar simpul jaringan dalam
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan
Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.




&) INDIKATOR 17 LAYANAN JARINGAN INTRA

Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data dan informasi antar
simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah.

‘ Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud,
dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun
sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan
jaringan.

‘ Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah




%) INDIKATOR 17

LAYANAN JARINGAN INTRA

Review &
AZIVEN

Seluruh

Unit
Penerapan
Ketersediaan Sebagian
Layanan Unit
Tidak
Ada 1

Interkoneksi




INDIKATOR 17 )

Domain 2 Tata Kelola SPBE Teknologi Informasi

dan Komunikasi

LLIEIEYE Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
2 Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di
seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
4 Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu,
Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
) Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan:

Data
dukung:




 wowory  VERIFIKASI DATA DUKUNG

EMUA UNIT
e iER.':JA v e DITERAPKAN e INTERKONEKSI
Dokumentasi unit kerja yang Dapat menunjukan adanya jaringan Dapat berupa VPN atau jalur
terhubung dalam jaringan internal internal yang digunakan lainnya yang digunakan

-
~g -




&) INDIKATOR 18

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

‘ Sistem Penghubung Layanan adalah
perangkat integrasi/penghubung untuk
melakukan pertukaran Layanan SPBE.

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
| Pemerintah bertujuan untuk
L RS memudahkan dalam melakukan integrasi
' antar Layanan SPBE




] INDIKATOR 18

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

Application 1 Application 2 Application 3
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Application 4 Application 5 Application 6




%) INDIKATOR 18

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

Review &
AZIVEN

Seluruh

Unit
Penerapan
Ketersediaan Sebagian
Layanan Unit
Tidak
Ada 1

Integrasi




Tata Kelola SPBE Teknologi

Informasi dan
Komunikasi

LLIHEICI MR Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
p Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah
diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi
4 dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem penghubung
layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan

> Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan :

Data dukung:




“ moeror1is  VERIFIKASI DATA DUKUNG

SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN

= Daftar APl yang menggunakan service bus,
dan/atau
= Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus

DITERAPKAN

Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar
aplikasi, atau cuplikan source code pemanggilan API
Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, middleware
(API), dan data.

Integrasi dapat berupa pertukaran data antar
sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang
terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi
lainnya.

Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau
akses login ke sistem lain




#) INDIKATOR 19

TIM KOORDINASI SPBE

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk
mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi
SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan
perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite
Pengarah TIK, ataupun Steering Committee yang
mempunyai tugas seperti diatas.

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan
oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.




%) INDIKATOR 19

Pembentukan

Tim Koordinasi

TIM KOORDINASI SPBE

Pelaksanaan
Tugas

Mengendalikan
Mengarahkan
Mengevaluasi
Perumusan kebijakan
Penerapan SPBE

Sepenuhnya

Sebagian

Review &
Evaluasi

Seluruh

Unit
Cakupan

Koordinasi

Sebagian
Unit



Domain 2

Jawaban:

INDIKATOR 19 )

Tata Kelola SPBE Penyelenggara

TIK

Kriteria Capaian

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk.
Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
dilaksanakan sesuai perencanaan.

Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
dilaksanakan seluruhnya.

Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah.

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu
dan evaluasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.

Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5




Jmowaroris  VERIFIKASI DATA DUKUNG

RENCANA KERJA KOMUNIKASI/KOORDINASI

= Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan

= SK Tim Koordinasi tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
» Rencana Program Kerja * Notulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas
» Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja program kerja Tim Koordinasi SPBE
= Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim
Koordinasi




#) INDIKATOR 20

FORUM KOLABORASTI

Wadah informal untuk pertukaran informasi dan
peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi KLD,
perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha
dan masyarakat.

Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk

antara lain:

1) Penyampaian ide/ gagasan SPBE;

2) Pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari
kontribusi komunitas TIK;

3) Peningkatan kompetensi teknis;

4) Perbaikan kualitas layanan SPBE;

5) Penelitian dan kajian pengembangan SPBE;

6) Penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk
pertemuan informal dan pertemuan virtual.




%) INDIKATOR 20

FORUM KOLABORASI

Review &

Evaluasi
4

Seluruh

4 Unit
Cakupan

ELETHED

Formal
Pelaksanaan
Penetapan .
Forum p Unit
Perencanaan [ 3




INDIKATOR 20 )

Domain 2 Tata Kelola SPBE Penyelenggara

TIK

Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Tingkat Kriteria Capaian

Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau
telah dilaksanakan.

Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE
dilaksanakan tanpa perencanaan.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah
dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE tidak
dibentuk secara formal.

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah
dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal.

Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan).

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasiantar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah
dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti
melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.

Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3,4, atau 5




# woworns  VERIFIKASI DATA DUKUNG

PERENCANAAN &
G PENETAPAN a PELAKSANAAN

= Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi
aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE
= Reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

= SK Forum Kolaborasi
= Rencana Program Kerja

.
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